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ABSTRAK 

Kasus Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan di Kota Yogyakarta 
menjadi suatu perhatian serius yang perlu diperhatikan. Adanya berbagai faktor 
yang mempengaruhi terjadinya pengajuan permohonan dispensasi pernikahan 
kepada pengadilan agama kota Yogyakarta, termasuk faktor hamil di luar 
pernikahan yang sah menjadi faktor dominan. Berdasarkan data dari Pengadilan 
Agama Kota Yogyakarta terdapat 40 Kasus Pengajuan Permohonan Dispensasi 
Pernikahan kepada pengadilan agama kota Yogyakarta pada tahun 2023. Hal ini 
menunjukkan angka pengajuan yang masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap kondisi kesiapan anak faktor yang sangat dipertimbangkan oleh hakim 
dalam proses pengajuan permohonan dispensasi umur nikah di Pengadilan Agama 
Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
mempertimbangkan dasar hakim dalam menyikapi permohonan yang ada tersebut.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan deskriptif analitis dan normatif empiris. Data 
dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama dan 
dokumentasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong 
permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas. 
Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi, hakim melihat kondisi 
psikologis anak dan kesiapan dalam membina rumah tangga. Hakim juga 
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap 
kesejahteraan anak dan keluarganya. Adapun pada pengadilan agama, proses ini 
memerlukan evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap dispensasi 
umur yang diberikan benar-benar demi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini 
memperlihatkan bahwa faktor hamil di luar nikah bukan menjadi faktor utama, akan 
tetapi hakim mempertimbangkan kemaslahatan calon laki-laki dan perempuan. 
Pertimbangan yang diberikan hakim harus bijaksana dan memperhatikan masa 
depan anak. 

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Umur, dan Pengadilan Agama. 
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ABSTRACT 

The case of submitting applications for marriage dispensation in the 
city of Yogyakarta is a serious concern that needs attention. There are various 
factors that influence the application for marriage dispensation to the 
Yogyakarta city religious court, including pregnancy outside of legal 
marriage being the dominant factor. Based on data from the Yogyakarta City 
Religious Court, there were 40 cases of submission of requests for marriage 
dispensation to the Yogyakarta city religious court in 2023. This shows that 
the number of applications is still high. This research aims to reveal the 
condition of children's readiness, factors that are highly considered by judges 
in the process of submitting applications for marriage age dispensation at the 
Yogyakarta City Religious Court. Apart from that, this research also aims to 
consider the judge's basis for responding to existing requests.  

 
The research method used is field research with a descriptive 

analytical and normative empirical approach. Data was collected through 
interviews with the Chair of the Religious Court and documentation at the 
Yogyakarta City Religious Court. 

 
The research results show that the main factors that encourage 

requests for marriage dispensation are pregnancy outside of marriage and 
promiscuity. In considering a request for dispensation, the judge looks at the 
child's psychological condition and readiness to build a household. The judge 
also considers the long-term impact of the decision on the welfare of the child 
and his family. As for religious courts, this process requires in-depth 
evaluation to ensure that any age dispensation given is truly in the best 
interests of the child. This research shows that pregnancy out of wedlock is 
not the main factor, but the judge considers the welfare of the male and female 
candidates. The consideration given by the judge must be wise and pay 
attention to the child's future. 

        
       Keywords: Early Marriage, Age Dispensation, and Religious Courts. 
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MOTTO 

Tidak ada Mimpi yang Terlalu Tinggi. Tak ada Mimpi yang Patut untuk 

Diremehkan. Lambungkan Setinggi yang Kau Inginkan dan Gapailah dengan 

Selayaknya yang Kau  Harapkan.  

-Maudi Ayunda- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan jenjang bagi seorang dalam menempuh 

kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak hanya didasarkan oleh satu pihak 

saja, akan tetapi pernikahan harus dibangun dari dua insan yang sama-sama 

berkeinginan untuk membangun hubungan yang lebih serius. Berdasarkan 

undang-undang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa.1 Membangun rumah tangga harus disiapkan baik itu fisik maupun 

mentalnya, karena membangun rumah tangga tidak semudah apa yang 

dibayangkan oleh orang. Membangun rumah tangga membutuhkan pengorbanan 

yang lebih dari waktu, harta dan separuh kehidupan dari masing- masing 

pasangan.2  

Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri sering kali adanya 

permasalahan, maka dari itu dalam berumah tangga janganlah cepat untuk 

mengambil keputusan yang besar, cobalah bersikap tenang dan sabar dalam 

berbagai hal, karena menerima kelebihan dan kekurangan pasangan adalah hal 

yang baik untuk mengurangi konflik dalam berumah tangga. Karena 

sesungguhnya konflik dalam berumah tangga sering kali muncul ketika ego 

 
1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 
 
 
2 Setyaningsih, “Buku Ajar Hukum Perkawinan”, (Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 5. 



2  

 

kita tidak dapat dikendalikan, sering kali ego muncul karena faktor usia yang 

masih muda. Sehingga masalah-masalah tersebut bisa menjadi percekcokan 

dalam kehidupan rumah tangga, bahkan masalah tersebut juga bisa 

menimbulkan KDRT di dalamnya. Maka perkawinan semestinya harus 

dilaksanakan oleh calon pasangan yang benar-benar matang baik itu secara 

fisik maupun mental, kedua hal itu harus terselesaikan terlebih dahulu untuk 

menghadapi masalah-masalah yang akan datang ke dalam rumah tangga mereka. 

Bukan hanya kesiapan secara mental saja yang harus dipersiapkan, menurut 

medis pun jika seorang perempuan yang masih di bawah umur bisa 

menimbulkan masalah pada alat reproduksinya yang bisa membahayakan bagi si 

perempuan dan juga bagi calon anak yang dikandungnya.3 Selain 

mempengaruhi faktor  medis, seorang perempuan yang menikah dini juga secara 

psikologis belum mempunyai kesiapan dalam membangun rumah tangga, 

seorang perempuan yang masih dibawa umur cenderung lebih mementingkan 

sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya, dan ini sering diperlihatkan dari 

seorang perempuan yang menikah dibawa umur. 

Sifat keremajaan ini juga seperti emosi yang belum stabil, belum 

mempunyai kemampuan yang matang dalam menghadapi masalah-masalah 

yang datang menghampirinya, serta belum mempunyai pikiran yang dewasa 

untuk memikirkan keluarga serta masa depan anaknya kelak, selain itu juga 

perkawinan dalam usia muda juga mempengaruhi kecerdasan anak yang akan 

dilahirkannya. Kemampuan dan kecerdasan seorang anak juga didasarkan pada 

 
3 Rina Yulianti, “Dampak Yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” Pamator, 

Jurnal Ilmiyah Universitas Trunojoyo, Vol. 3 No. 1 (April 2020). hlm. 2 
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mental seorang ibunya dalam memberikan pemahaman yang baik kepada 

anaknya, hal ini dipengaruhi oleh ibu remaja yang belum mempunyai kesiapan 

mental untuk menjadi seorang ibu.4 Oleh karena itu, kedewasaan ibu baik secara 

psikis dan fisik sangat-sangat penting, karena akan berpengaruh bukan pada 

dirinya sendiri, namun juga kepada si anak yang akan ia besarkan pula. Maka 

umur untuk melangsungkan pernikahan harus lebih dipertimbangkan secara 

matang. 

Masyarakat Indonesia umunya mengajukan dispensasi pernikahan ini 

karena beberapa faktor, seperti hamil dilaur nikah, faktor ekonomi yang rendah 

yang mengakibatkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi sehingga berpikiran untuk menikahkan anaknya dan 

mengurangi beban untuk menyekolahkan anaknya. Dan faktor lainnya adalah 

faktor pendidikan orang tua yang rendah yang mengakibatkan kepada timbulnya 

bahwa percuma wanita disekolahkan tinggi-tinggi yang nantinya setelah 

menikah hanya akan mengurusi anak, masak untuk suami dan melayani suami.5 

Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 7 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19  (sembilan 

 
4 Ibid, Hlm.5 
 
 
5 Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi 

Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 5 (Mei, 2021) 
hlm. 698 



4  

 

belas) tahun”.6 Yang sebelumnya umur pasangan yang boleh melaksanakan 

perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi 

calon mempelai perempuan. Ketentuan batas usia kawin seperti ini juga 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan 

bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.7 Meskipun batas usia 

perkawinan telah diatur dalam undang- undang namun masalah pernikahan dini 

di Indonesia masih tinggi. 

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki kultur dan budaya 

Jawa yang kental sekali, di sisi lain kota yogyakarta merupakan pusat budaya 

dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam adat yang dipercayai oleh tradisi Jawa, 

banyak pernikahan yang dilakukan di usia kurang lebih 16 tahun. “ Kalau punya 

anak perempuan sudah ada yang melamar harus diterima, kalau tidak diterima 

bisa sampai lama tidak laku-laku” adat seperti ini sudah menjadi paradigma bagi 

tradisi Jawa. Oleh karena itu penulis berusaha mencari tahu seberapa banyak 

kasus permohonan dispensasi pernikahan di kota Yogyakarta.      

Kasus  permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

 
6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) 
 
 
7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) 
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perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam 

kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung tidak sebanyak daerah 

lain di    Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data yang dikumpulkan oleh penulis, 

terdapat 213 kasus permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh  Pengadilan 

Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2022. Akan 

tetapi, berdasarkan dari data penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan 

bahwa kasus-kasus permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan di kota yogyakarta.8  

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan pengajuan dispensasi 

perkawinan di kota yogyakarta umumnya terjadi dikarenakan kehamilan yang 

tidak dikehendaki, bahkan dalam beberapa kasus calon mempelai perempuan 

telah memiliki anak pada saat mengajukan dispensasi perkawinan. Selain 

daripada itu, dispensasi perkawinan juga didominasi dengan alasan untuk 

menghindari perbuatan zina9. Padahal, sebagaimana yang telah diterangkan 

sebelumnya bahwa perkawinan dini bagi anak dibawah umur lebih banyak 

dampak negatif yang didapatkan, seperti emosi anak yang belum stabil dan 

belum memiliki kemampuan yang matang dalam menghadapi suatu 

permasalahan permasalahan. Sikap ketidak dewasaan ini nantinya akan 

menimbulkan egoisme yang menyebabkan percekcokan dan perselisihan, serta 

 
8 Silvy Dian Setiawan, “Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Yogyakarta 

Masih Cukup Tinggi”  https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-
anak-di- bawah-umur-di-yogyakarta-masih-cukup-tinggi. diakses pada 18 Oktober 2023 

 
 
9 Agusigit, “Pernikahan Dini di Jogja Melonjak, Hamil dan Takut Dosa Jadi Alasan” 

https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak- hamil-dan-
takut-dosa-jadi-alasan diakses pada 18 Oktober 2023 

https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-anak-di-
https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-anak-di-
https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-anak-di-bawah-umur-di-yogyakarta-masih-cukup-tinggi
https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak-
https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak-hamil-dan-takut-dosa-jadi-alasan
https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak-hamil-dan-takut-dosa-jadi-alasan
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berpotensi terjadinya suatu kejahatan seperti tindak kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT), hingga menimbulkan angka perceraian yang meningkat. 

Berdasarkan dari data yang penulis sampaikan diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti perkembangan kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Kota Yogyakarta, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari daerah lain di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dikarenakan jumlah penduduk di kota yogyakarta lebih 

sedikit dari daerah lainnya akan tetapi kasus permohonan dispensasi nikah 

cenderung masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi 

nikah, sehingga penulis tertarik untuk untuk mengkaji dan melakukan penelitian 

ilmiah yang berjudul DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

PEMBERIAN DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN DI PENGADILAN 

AGAMA KOTA Yogyakarta TAHUN 2023. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta 

dalam menyikapi permohonan dispensasi umur pernikahan? 

2. Bagaimana faktor permohonan dispensasi umur nikah di Pengadilan           

 Agama Kota Yogyakarta? 

C. Tujuan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang 

hendak dicapai oleh peneliti10, adapun tujuan penulis dalam melakukan 

penelitian ini ialah : 

 
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18. 



7  

 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta dalam menyikapi permohonan dispensasi pernikahan di 

Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui sejauh kondisi permohonan dispensasi umur 

nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pasca perubahan 

standar umur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasar pada latar belakang, perumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan wawasan keilmuan khususnya Ilmu Hukum. 

Dalam skripsi saya ini dapat mempelajari terkait analisis kasus 

pernikahan dini pasca berlakunya Perubahan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Yogyakarta 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah 

wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada 

umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan 

masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan dampak 

dari perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di kota 
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yogyakarta termasuk dengan kasus pernikahan dini yang bertambah 

di Kota Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam telaah 

pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah 

yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori- 

teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap 

masalah yang sama. 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan Al Azis yang 

berjudul Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No, 1 Tahun 

1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).Adapun Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penulis memfokuskan pada 

pembahasan mengenai spesifik kepada dispensasi umur pada perubahan 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang mana perubahan umur pada Undang- 

Undang ini apakah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengajuan 

dispensasi pernikahan atau tidak, sementara saudara Irfan Al Azis lebih banyak 

membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan 

dini di Kota Yogyakarta.11  

 
11 Muhammad Irfan Al Aziz, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No, 

1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)” Skripsi Sarjana Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta (2020). 
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Kedua, skripsi yang berjudul Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur 

Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan 

Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015) yang ditulis oleh Hasriani 

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis dalam skripsi ini terletak pada 

objek penelitiannya dan lokasi penelitian, Hasriani dalam skripsinya 

menjelaskan lebih spesifik mengenai naiknya angka pernikahan dini di kalangan 

masyarakat islam di kabupaten bantaeng, yang mana pengajuan dispensasi 

pernikahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Dalam skripsinya, Hasriani tidak 

membahas sama sekali dampak akan diberlakukannya perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970, sementara penulis lebih detail membahas 

mengenai dispensasi umur dalam perubahan umur pernikahan dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1970 yang diperbaharui pada tahun 2019.12 

Ketiga, Skripsi yang berjudul Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Lukman Hakim 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, skripsi tersebut berfokus pada dispensasi pernikahan 

anak di bawah umur yang terjadi di pengadilan agama gedong tataan, 

perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini ialah penulis berfokus pada 

dispensasi umur pernikahan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

 
12 Hasriani, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten 

Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013- 2015)” Skripsi 
Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016). 
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1974, sementara Lukman hakim lebih banyak membahas mengenai persamaan 

dan perbedaan mengenai dispensasi pernikahan dari dua perspektif, yaitu 

perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif, menurut Lukman hakim 

terjadi perbedaan pendapat dalam kacamata hukum Islam mengenai umur 

pernikahan dengan hukum positif, sehingga perlu adanya penyelarasan dalam 

menafsirkan dua perspektif tersebut, karena di Indonesia juga diberlakukan 

hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.13  

E. Kerangka Teori 

     1. Teori Perimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakimyang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 

juga mengandung maanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti. Apabila pertimbangan 

hakim tidak teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.14 

 Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 

 
13 Lukman Hakim, “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022). 
 
 
14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet Ke-5, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 
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memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-

benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 

Suatu putusan yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara 

berimbang, sebagai berikut: 

a. Kepatian Hukum 

Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

tindakan yang sewenang-wenang yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. 

Kepastian hukum harus ditegakan secara tegas dan tidak terdapat penyimpangan. 

b. Keadilan 

Dalam penegakan hukum 

masyarakat sangat 

mengharapkan keadilan didalamnya, maka penegak hukum dan 

pelaksanaan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang dimana 

hukum mengikat setiap orang dan memiliki sifat tidak membanding-bandingkan 

status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

c. Manfaat 

Dalam pelaksanan atau penegakan hukum jangan sampai menimbulan 

keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana dalam penegakan 

hukum ataupun pelaksanaan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan 

didalamnya. 

2. Pernikahan Dini 
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 Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah 

usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang 

dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. 

    Sedangkan menurut Islam usia seseorang untuk menikah yaitu ketika 

“Baligh”  yang mana pada umur itu seseorang telah dapat melahirkan dan akan 

memiliki fikiran untuk segera menikah. 

 Menurut Undang-undang negara atau Undang-undang No.16 Tahun 2019 

perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dapat 

mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Jadi, jika 

pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 

umur 19 tahun jadi, jika masih di bawah umur tersebut maka dinamakan pernikahan 

dini. 

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi di antaranya 

ekonomi, karena perjodohan, hamil, dan tradisi adat namun, secara lebih detail 

berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu : 

a. Faktor Ekonomi 

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya 

Pernikahan Dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan 

cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia muda, disampingi itu  

juga kemiskinan yang di alami keluarga menyebabkan kurang nyai 

biaya untuk melakukan pendidikan terhadap anak nyai, sehingga anak 

di bebaskan dan tidak di atur dalam pernikahan. 

b. Orang Tua / Perjodohan 
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Pada sisi lai juga terjadinya pernikahan dini karena paksaan 

orang tua yang takut akan anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas 

yang berdampak negatif, namun, dengan menjodohkan anaknya 

dengan yang di sepakati orang tua agar harta yang di miliki tidak jatuh 

ke orang lain, tetapi tetap keluarga yang memegangnya. 

c. Hamil di Luar Pernikahan 

Terjadinya hamil ialah karena anak-anak yang melanggar 

norma, memaksa terjadinya Pernikahan Dini untuk memperjelas status 

anak yang di kandung dengan kehamilan di luar Pernikahan 

menyebabkan anak untuk menikah di usia Dini. 

d. Tradisi Adat Setempat 

Tradisi adat setempat sangat mempengaruhi terutama di 

pedalaman menyebabkan hak-hak untuk anak sangat kurang sehingga 

tingkat pernikahan dini oleh adat mempengaruhi kebiasaan masyarakat 

setempat.15 

2. Dispensasi Nikah 

Dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan di bawah umur 

dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang 

dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.16 Dispensasi usia nikah 

 
15 Mubasyaroh, “Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dampaknya Bagi Pelakunya,” 

Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan. Vol.7, No. 2 ( November, 2016) hlm. 402 
 
 

16 Khoirul Abror, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur” (Yogyakarta : Diva Press, 
2019), hlm.70. 
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diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, dispensasi sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya 

penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena 

itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun 

hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia 

nikah apabila permohonannya  telah memenuhi syarat yang ditentukan dan 

telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila 

pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka 

pihak pejabat dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan dispensasi 

untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.17 

Pengajuan permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan alasan 

yang jelas sehingga hakim bisa mempertimbangkan untuk menyetujui atau 

tidak permohonan tersebut. Hukum pernikahan di Indonesia diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang 

ini mencakup ketentuan mengenai syarat-syarat pernikahan, pembatalan 

perniahan, dan hambatan-hambatan yang dapat menjadi dasar untuk 

pembatalan pernikahan. 

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas 

secara eksplisit menyebutkan istilah “dispensasi nikah”. Jika ada hambatan atau 

 
17 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
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situasi khusus yang dapat mempengaruhi sahnya pernikahan, pihak yang 

bersangkutan mungkin perlu mengajukan permohonan pembatalan 

pernikahan berdasarkan alasan-alasan yang diakui oleh Undang-Undang. 

Beberapa hambatan yang dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan 

di  Indonesia antara lain :18 

a. Salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan dengan pihak lain 

yang masih hidup. 

b. pernikahan yang melibatkan hubungan darah dekat, seperti antara 

saudara kandung atau saudara tiri. 

c. pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia 

pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. 

Jika ada hambatan-hambatan seperti yang disebutkan di atas, pihak 

yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan 

kepada pengadilan agama setempat. Proses ini melibatkan penyelidikan dan 

pembuktian hambatan-hambatan yang ada. 

F. Metode Penelitian 

Agar tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis 

dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem 

dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu 

kerangka tertentu. 

 
18 Khairudin, “Pertimbangn Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No. 1, (Februari, 
2022) hlm. 87 
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Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan sebuah 

metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.19 Secara 

umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis 

maupun teoritis.20 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh 

penelitian tentang objek yang akan dibahas.21 Adapun lokasi penelitian 

dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian 

yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian 

dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.22 Dalam hal ini penulis 

 
19 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3. 
 
 
20 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2010), hlm. 5. 
 
 
21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 3 
 
 
22 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128. 
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mendeskripsikan masalah dalam Dispensasi Nikah yang bersumber dari 

Perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menyebabkan naiknya kasus Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris mengkaji 

produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif 

tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam 

masyarakat.23 Dalam penelitian ini penulis mengkaji secara normatif 

bagaimana kesiapan anak sebagai pertimbangan pada pemberian 

dispensasi umur pernikahan di kota yogyakarta. 

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yang berbasis 

Studi sosiolegal yang merupakan kajian terhadap hukum dengan 

menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi 

hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik 

pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial, yang mana dalam penelitian 

yang penulis teliti ini, penulis akan banyak memaparkan mengenai kasus 

 
 
23 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 52 
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dispensasi pernikahan yang terjadi di masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

4. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata. 

4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

5) Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 

6) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. 

7) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 

72/Pdt.P/2023/PA.YK 

8) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 

76/Pdt.P/2023/PA.YK 

9) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 

136/Pdt.P/2023/PA.YK 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.24 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, 

data penelitian yang membahas mengenai dispensasi nikah dan 

kasus pernikahan dini di kota yogyakarta. 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini ialah : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi, 

informasi  yang tidak bisa didapatkan melalui observasi atau 

kuesioner.25 Untuk memperkuat data, penulis melakukan 

wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. 

b. Dokumentasi 

 
24 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 

hlm. 67-69. 
 
 
25 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 3 
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Dokumentasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data 

dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa 

dokumen, buku koran, transkrip dan lain sebagainya. Dokumen 

menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.26 Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa 

rekaman suara dan/transkrip wawancara. 

6. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang 

digunakan oleh penyusun adalah data kualitatif. Analisis kualitatif yang 

dimaksud yaitu dengan mengambil langkah-langkah pengumpulan data, 

kemudian data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diidentifikasi, 

dikategorikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan 

kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis tersebut 

kemudian akan diambil dalam menanggapi masalah yang ada. 27 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk 

mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk 

 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2012), hlm. 240 
 
 
27 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 248 



21  

 

menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi 

ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari tujuh sub-pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Membahas mengenai penjabaran dari kerangka teoritik yang 

terdapat di bab pertama. Adapun teori yang penulis gunakan adalah teori 

mengenai Perkawinan dan teori Dispensasi Nikah. 

Bab III gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, baik profil 

maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga 

akan menjabarkan data berupa peraturan yang berkaitan dengan dispensasi 

nikah dan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini Penulis 

juga akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari instansi-instansi yang 

merupakan data pendukung dari penelitian ini. 

Bab IV analisis, bab ini berisi tentang analisis dari penulis terkait data 

yang sudah dikelola oleh penulis pada bab-bab sebelumnya termasuk analisis 

mengenai dispensasi nikah dan efeknya terhadap kasus pernikahan dini pasca 

berlakunya perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di 

Kota Yogyakarta . 

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta menyampaikan saran- saran 

yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis temukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari bab I sampai 

dengan bab IV penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi 

pernikahan, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar hakim 

dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi pernikahan. Hakim 

mempertimbangkan bahwa faktor hamil di luar pernikahan belum bisa 

dijadikan dasar sebagai alasan utama dalam memutuskan perkara 

pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Hakim 

mempertimbangkan keterangan dan penjelasan dari para pemohon dan 

kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, dilihat sejauh mana 

kesiapan dari sisi psikologis mereka berdua untuk melangsungkan 

pernikahan. Jika belum siap maka hakim belum dapat mengabulkan 

permohonan dispensasi pernikahan. Secara peraturan perundang-

undangan dasar hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili 

permohonan pengajuan dispensasi pernikahan. 

2. Faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan pengajuan 

dispensasi pernikahan pada kasus nomor pasca terjadinya perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai umur pernikahan 

adalah kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur 
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ini ialah telah melakukan hubungan suami istri, kehamilan di luar 

pernikahan yang sah, serta pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan 

mereka. Dari faktor-faktor yang terjadi, kehamilan di luar pernikahan 

menjadi pemicu utama dari pengajuan permohonan dispensasi 

pernikahan kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dari 40 kasus 

permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

penyebab utamanya ialah kehamilan di luar pernikahan yang dilakukan 

oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. 

B. Saran 

1. Untuk semoga kedepannya dalam penulisan agar jauh lebih baik lagi, dan 

untuk penelitian selanjutnya biasa diperbaki lebih baik lagi dan bisa 

menggunkan metode lainya. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan 

atau atau kata-kata yang kurang berkenan harap dimaklumkan. 

2. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya bagi masyarakat daerah 

Yogyakarta, untuk selalu menanamkan nilai-nilai luhur dan keagaamaan 

kepada anak-anaknya agar menjadi pondasi yang kuat dimasa yang akan 

datang. Juga jangan pernah lenggah untuk terus mengawasi pergaulan 

anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta 

hilangkannlah tradisi lamaran di usia muda untuk kejenjang pernikahan 

dalam kurun waktu yang cukup lama, karena hal ini yang memicu 

terjadinya permohonan perkawinan di bawah umur. 

3. Kepada Hakim dalam menangani persidangan dalam memberikan 

penetapan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, sehingga dapat 
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mengurangi angka perkawinan di bawah umur, sehingga pemberian 

dispensasi perkawinan yang akan diberikan dalam keadaan mendesak 

saja. 
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https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-keguguran
https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/18/205545878/tercatat-71-kasus-pernikahan-usia-anak-di-yogyakarta-dipicu-hamil-di-luar?page=all
https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/18/205545878/tercatat-71-kasus-pernikahan-usia-anak-di-yogyakarta-dipicu-hamil-di-luar?page=all
https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/18/205545878/tercatat-71-kasus-pernikahan-usia-anak-di-yogyakarta-dipicu-hamil-di-luar?page=all
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Rekaptulasi Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Yogyakarta Bulan 

Januari 2023 s.d. 29 Desember 2023.   

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nur Laila 

Ahmad, Tanggal 17 Mei di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. 
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